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PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN

KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

MELALUI PUTUSAN

Oleh: Hidayati Fitri*

Abstract: Pengadilan Agama (Islamic Civil Court) is a special judicial institution for civil
matters since it is the responsibility of this institution to receive, check and solve
particular problems among Moslems as it clearly stated in UU No. 5 Tahun 2009.
Furthermore, dynamicity of the society should be the prior concern for the readiness of
the personnels of the court in order that the any legal decisions made should be able to
satisfy the justice values and ensure the law enforcement certainty.
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PENDAHULUAN

alah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia adalah

Peradilan Agama yang merupakan
peradilan khusus, bertugas dan
berwenang menerima, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang per-
kawinan, kewarisan, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam, wakaf dan shadaqah
serta ekonomi syariah.

Bidang perkawinan khususnya
perceraian merupakan perkara yang
paling tinggi grafiknya dan meng-
alami peningkatan dari tahun ke
tahun dibanding perkara lain yang
menjadi wewenang Pengadilan
Agama.

Meskipun perkara yang paling
banyak di ajukan ke pengadilan
agama adalah perkara perceraian,
untuk beberapa wilayah terlihat

bahwa perkara-perkara yang lain
juga telah banyak diselesaikan peng-
adilan agama, termasuk sengketa
ekonomi syari’ah.

Untuk melaksanakan perannya
sebagai pelaksana kekuasaan keha-
kiman, peradilan agama memerlu-
kan kesiapan yang maksimal se-
hingga eksistensinya semakin diakui
dan kesiapan tersebut meliputi (1).
Badan peradilan yang terorganisir,
(2). Sarana dan prasarana yang ter-
diri dari hukum formil dan materil,
(3). Aparat pelaksana dan, (4).
Kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai penyelenggara ke-
kuasaan kehakiman yang fungsinya
menyelesaikan perselisihan, tentu-
nya tujuan utama dari peradilan
agama adalah memberikan keadilan
dan kepastian hukum bagi para
pencari keadilan sehingga putusan
yang dihasilkan dapat dilaksanakan
dan sesuai dengan kebutuhan.

S
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Hanya saja, keadilan dan ke-
pastian hukum yang ideal, apabila
dipersandingkan dengan kedinamis-
an masyarakat yang tentunya juga
berpengaruh pada perkembangan
masyarakat, lambat laun tidak akan
dapat digapai apabila paradigma
memahami hukum hanya pada
tataran terpaku pada teks-teks re-
daksional yang dijabarkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Peradilan agama hari ini telah
sama dan sejajar dengan peradilan
lain di Indonesia, kewenangan yang
semakin bertambah tentunya harus
diiringi dengan kesiapan yang mak-
simal baik secara intern maupun
ekstern sehingga putusan peradilan
agama menjadi semakin berkualitas
dan memberi makna keadilan dan
kepastian hukum yang aplikatif.

Artikel ini lebih lanjut akan
mencoba memberikan kontribusi
pemikiran untuk kemudian bisa
menjadi bahan bagi hakim peradilan
agama.

HAKIM DAN PERADILAN

AGAMA DI INDONESIA

Pengadilan adalah sebuah insti-
tusi yang keberadaannya merupakan
keniscayaan dalam sebuah Negara
hukum. Melalui lembaga peradilan,
persoalan yang tidak dapat diselesai-
kan secara damai di luar proses
persidangan, diharapkan dapat dise-
lesaikan melalui putusan hakim.
Meskipun ada paradigma yang
mengatakan bahwa menyelesaikan
perkara melalui jalur pengadilan
akan berakhir dengan kenyataan
“menang jadi arang, kalah jadi abu”.
Untuk lembaga peradilan agama
khususnya dan bidang perdata
umumnya, melalui Perma No. 1

tahun 2008 yang diharapkan adalah
munculnya win-win solution, berakhir
dengan jalan damai dan tidak ada
pihak yang kalah ataupun yang
menang.

Secara historis, (Abdul Manan
2007; 254) peradilan agama merupa-
kan salah satu mata rantai peradilan
Islam yang berkesinambungan sejak
masa Rasulullah SAW, Khulafaur
Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah,
Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki
Ustmani sampai sekarang oleh
Negara-negara Islam atau Negara-
negara yang mayoritas penduduk-
nya beragama Islam. Peradilan Islam
ini mengalami pasang surut sejalan
dengan perkembangan masyarakat
Islam di berbagai kawasan dan
Negara.

Sebagai milik bangsa Indonesia
khususnya yang beragama Islam,
peradilan agama lahir, tumbuh dan
berkembang bersama tumbuh dan
berkembangnya bangsa Indonesia,
kehadirannya mutlak sangat diper-
lukan untuk menegakkan hukum
dan keadilan bersama dengan lem-
baga peradilan lainnya. Peradilan
Agama telah memberikan andil yang
cukup besar kepada bangsa Indone-
sia pada umumnya, khususnya bagi
umat Islam yang ada di bumi
Indonesia ini.

Pengakuan akan keberadaan
peradilan agama ini telah dimulai
pada zaman penjajahan Belanda
dengan keluarnya staatsblad 1882
No. 152 yang mengatakan bahwa
peradilan agama di Jawa dan
Madura dilaksanakan di pengadilan
agama yang dinamakan dengan
Pristraad atau Majlis Perdata. Meski-
pun demikian, sebenarnya jauh
sebelumnya di berbagai daerah telah
ditemukan bentuk penyelesaian
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perselisihan diantara masyarakat
Islam seperti pengadilan pradata di
Mataram.

Adapun proses pembentukan
lembaga peradilan itu sendiri pada
dasarnya dapat terbagi dalam tiga
tahapan yaitu (1989; 7):

1. Tauliyah dari Imam; pada
dasarnya peradilan atas pe-
limpahan wewenang atau
delegation of authority dari
kepala Negara atau orang-
orang yang ditugaskan olehnya
kepada seseorang yang meme-
nuhi persyaratan tertentu.

2. Tauliyah oleh ahlul hilli wal aqdi;
bila tidak ada imam, maka
penyerahan wewenang untuk
pelaksanaan peradilan dapat
dilakukan oleh ahlul hilli wal
aqdi; yakni para sesepuh dan
ninik mamak dengan kese-
pakatan.

3. Tahkim; dalam keadaan ter-
tentu terutama bila tidak ada
hakim di suatu wilayah ter-
tentu pula, maka dua orang
yang bersengketa dapat ber-
tahkim kepada seseorang yang
dianggap memenuhi syarat.

Dengan mengikuti kebalikan
urutan ketiga wajah pembentukan
peradilan di atas dapatlah diduga
bahwa perkembangan qadha as-
syafi’I Indonesia telah dimulai dari
periode tahkim, dan tentunya pe-
riode tauliyah dan imam merupakan
cikal bakal kehadiran lembaga
peradilan agama di Indonesia.

Pengakuan penjajahan Belanda
terhadap keberadaan peradilan
agama melalui Staatsblad 1882
No.152, diikuti dengan Staatsblad

1937 No. 116 dan 610 tentang
kewenangan pengadilan dalam ling-
kungan peradilan agama. Di luar
Jawa dan Madura, khususnya untuk
sebagian Residensi Kalimantan dan
Timur Peradilan Agama diatur
dalam ordonansi Hindia Belanda
yaitu Staatsblad 1937 No. 638 dan
639 (cik hasan bisri, 1996; 113)

Pengadilan Agama/mahka-
mah Syar’iyyah di luar jawa Madura
selain kerapatan qadhi di sekitar
Banjarmasin dibentuk berdasarkan
pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 45
tahun 1957 yang diikuti dengan
penetapan Menteri Agama No. 58
tahun 1957 tentang pembentukan
Peradilan Agama/Mahkamah Syar-
’iyyah di Sumatera (termasuk
Padang, Bukittinggi, Padang
Panjang, Lubuk Sikaping, Talu, Batu-
sangkar, Sijunjung, Alahan Panjang,
Sawah Lunto, Muara Labuh, Solok,
Pariaman, Payakumbuh, Pangkalan)

Di sisi lain, meskipun kebe-
radaan Peradilan Agama sebagai
institusi kehakiman mengalami per-
kembangan dan kemajuan, namun
dalam konteks sarana prasarananya
keberadaan Peradilan Agama khu-
susnya berhubungan dengan hukum
materil dan formil tidak mem-
perlihatkan pergerakan yang meng-
gembirakan sebelum keluarnya
Undang-undang no. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Hal ini terlihat dengan adanya
usaha untuk meminimalisasi ke-
wenangan Peradilan agama dalam
menangani perkara-perkara sampai
usaha untuk menghapuskan per-
adilan agama sebagai lembaga per-
adilan yang berdiri sendiri (dengan
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dikeluarkannya Undang-undang No.
19 tahun 1948) (Taufiq Hamami,
2003; 24)

Zaini Ahmad Nuh dalam
Taufiq hamami (2003; 19) menya-
takan meskipun peradilan agama
telah diatur secara formal sebagai
pengadilan Negara sebagaimana
halnya pengadilan gubernemen,
tetapi pada kenyataannya ia telah
tidak didudukkan secara sama.
Untuk pengadilan gubernemen dise-
diakan anggaran secukupnya dan
pegawai-pegawai pun digaji oleh
Negara sedangkan peradilan agama
tidak, kecuali ketuanya. Dan inipun
ia dalam kedudukannya sebagai
penghulu laandrad. Begitu pun teori
Receptie yang dikeluarkan Snouck
Hurgronje dan Staatsblad 1931 No.
53, merupakan bukti adanya
keinginan untuk mengurangi kewe-
nangan peradilan agama sehingga
hanya berwenang memeriksa per-
sengketaan di bidang nikah, talak,
rujuk, perceraian, mahar dan nafkah.
Sedangkan bidang hadhanah, waris,
wakaf dicabut dan diserahkan
kepada Laandrad.

Meskipun demikian, posisi per-
adilan agama tetap tidak bisa diha-
puskan sehingga tetap terlihat dalam
Undang-undang No. 14 tahun 1970
jo undang-undang No. 4 tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman, di-
mana Peradilan Agama ditempatkan
menjadi bagian kekuasaan kehakim-
an disamping Peradilan Umum,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara.

Kehadiran UU No. 7 tahun
1989 merupakan angin sejuk bagi
umat Islam Indonesia karena dengan
lahirnya undang-undang No. 7
tahun 1989 yang ditempatkan dalam
LN No. 49 tahun 1989 dan tambahan

LN No. 3400, terjadi perubahan
besar terhadap eksistensi peradilan
agama. Adapun perubahan men-
dasar tersebut diantaranya adalah
(cik hasan, 2003; 119):

1. Perubahan tentang dasar hu-
kum penyelenggaraan peradil-
an agama tidak lagi melalui
staatsblad yang dikeluarkan
penjajahan Belanda tapi dasar
hukumnya adalah Undang-
undang kekuasaan kehakiman
yang berlaku di Indonesia.

2. Perubahan tentang kedudukan
pengadilan yang sejajar dengan
peradilan lain. Hal ini ter-
cermin dengan adanya pranata
pengukuhan putusan. Keman-
dirian untuk melaksanakan
putusan sendiri yang dilak-
sanakan oleh juru sita, ke-
jurusitaan merupakan pranata
baru di dalam susunan orga-
nisasi peradilan agama dalam
undang-undang No.7 tahun
1989.

3. Kedudukan hakim langsung
diangkat dan diberhentikan
oleh presiden selaku kepala
Negara berdasarkan persetuju-
an Mahkamah Agung, hal yang
sama berlaku bagi hakim di
lingkungan peradilan negeri
dan peradilan tata usaha
Negara.

4. Wewenang peradilan agama
yang termuat dalam pasal 49
yang menyatakan kompetensi
absolut peradilan agama.

5. Hukum acara yang sudah di-
atur secara jelas bahwa hukum
acara yang berlaku di peradilan
agama adalah hukum acara
yang berlaku di lingkungan
peradilan negeri kecuali yang
telah diatur secara khusus
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dalam undang-undang No. 7
tahun 1989.

6. Penyelenggaraan administrasi
peradilan di pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama
terdapat dua jenis administrasi
yaitu administrasi peradilan
dan administrasi umum.

7. Perlindungan terhadap wanita
dimana untuk melindungi
pihak istri maka gugatan per-
ceraian dalam undang-undang
tersebut diadakan perubahan,
tidak diajukan ke pengadilan
yang daerah hukumnya me-
liputi tempat kediaman ter-
gugat tetapi ke pengadilan
yang daerah hukumnya meli-
puti tempat kediaman peng-
gugat.

Perkembangan demi perkem-
bangan ke arah yang lebih baik terus
bergulir sehingga semakin memper-
kuat keberadaan peradilan agama
sebagai peradilan khusus dalam
menangani perselisihan antara umat
Islam sekaligus memposisikan
peradilan agama sama dan sejajar
dengan peradilan lain.

Dalam hukum materil, lahirnya
Kompilasi Hukum Islam yang
merupakan rujukan bagi para hakim
peradilan agama dalam menyelesai-
kan perkara telah menjadi ukuran
dalam memberikan keadilan dan
kepastian pada ukuran standarnya.
Begitu juga adanya undang-undang
No. 3 tahun 2006 yang merupakan
perubahan terhadap undang-undang
No. 7 tahun 1989 merupakan tang-
gapan terhadap kehadiran undang-
undang No. 4 tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman, dimana inti

dari undang-undang ini adalah
terjadinya penyatuatapan badan-
badan peradilan yang ada di
Indonesia ke bawah satu atap yaitu
mahkamah agung, baik bidang
yustisial (perkara) maupun non
yustisial (organisasi, administrasi dan
finansial) yang terdapat dalam pasal
13 undang-undang No. 4 tahun 2004,
yang diikuti dengan Keppres No. 21
tahun 2004 tentang pengalihan
organisasi, administrasi dan finansial
di lingkungan peradilan umum dan
peradilan tata usaha Negara dan
peradilan agama ke Mahkamah
Agung (pasal 2 ayat 2).

Di samping merupakan tindak
lanjut dari adanya Undang-undang
No. 4 tahun 2004, kehadiran
Undang-undang No. 3 tahun 2006
juga membawa penambahan ter-
hadap kewenangan peradilan agama
dengan sengketa ekonomi syari’ah.
Untuk melengkapinya disusun
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES) sehingga terdapat kesinam-
bungan antara kewenangan dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi
syari’ah dengan hukum materilnya
yang tentunya merupakan kumpul-
an dari aturan-aturan ekonomi yang
berasal dari syari’at Islam.

Undang-undang No. 50 tahun
2009 pun ikut memberi nilai tambah
keberadaan peradilan agama sekali-
gus memberi tantangan kesiapan
peradilan agama dengan dimasuk-
kannya perkara permohonan peng-
angkatan anak antara orang Islam
menjadi kewenangan peradilan
agama, di mana sebelumnya hanya
diberikan kepada peradilan umum.
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Dengan melihat keberadaan
peradilan agama pada hari ini
dengan semua tugas dan tanggung
jawabnya, maka tidaklah berlebihan
apabila masyarakat menaruh harap-
an yang besar kepada para hakim
sebagai aparat pelaksana kekuasaan
kehakiman yang secara langsung
memiliki hubungan erat dengan
keberadaan peradilan agama itu
sendiri.

Hakim sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 undang-undang No.
4 tahun 2004 adalah pejabat yang
melakukan kekuasaan kehakiman
yang memiliki integritas dan kepri-
badian yang tidak tercela, jujur, adil,
professional, berpengalaman di
bidang hukum. Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, hakim wajib
menjaga kemandirian peradilan.
Hakim juga adalah pejabat yang
proses pengangkatan dan pember-
hentiannya diatur dengan undang-
undang, dan merupakan pejabat
yang terikat dengan kode etik
profesi hakim dan pedoman Tingkah
Laku hakim.

Berlatar belakang sejarah
panjang dan pasang surut peradilan
agama di Indonesia, maka misi yang
harus dilaksanakan peradilan agama
adalah melaksanakan tugas-tugas
peradilan dengan menerapkan
hukum Islam dalam menyelesaikan
perkara yang diajukan kepadanya
yang sesuai dengan kewenangan
yang telah diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

Menurut abdul Manan (2007:
190), hakim peradilan agama harus
membawa misi ke depan dengan
ketentuan:

1. Harus menempatkan diri
sebagai hakim yang memutus
perkara dalam tatanan sistem

pemerintahan termasuk dalam
kategori umara dan birokrat.

2. Harus memahami dengan
benar hukum Islam dalam
seluruh aspek kehidupan ter-
utama terhadap hukum yang
harus diterapkan dalam ke-
putusan peradilan agama dan
hukum-hukum lain yang ada
kaitannya dengan perkembang-
an yang diproses dalam
persidangan.

3. Hakim peradilan agama me-
mutuskan perkara dalam
masyarakat yang selalu ber-
ubah, sehingga banyak kan-
dungan hukum Islam dimung-
kinkan kehilangan konteks
dengan masalah baru yang
sekarang memerlukan pemikir-
an yang akurat sehingga me-
nuntut hukum Islam tetap eksis
dan mampu memecahkan se-
gala masalah yang dihadapi-
nya. Untuk itu hakim peradilan
agama dituntut tampil sebagai
ulama yang berwawasan luas
dan mampu melaksanakan
ijtihad.

4. Hakim peradilan agama harus
memfungsikan dirinya sebagai
seorang mujtahid yang ber-
usaha memelihara dan meles-
tarikan hukum Islam dalam
masyarakat dan dalam lembaga
peradilan agama.

5. Hakim peradilan agama akan
selalu berhadapan dengan per-
ubahan hidup masyarakat, oleh
karena itu harus mampu
menfungsikan dirinya sebagai
perubah cara berfikir umat dan
juga masalah-masalah yang
berhubungan dengan pemecah-
an syari’at baik saat ini
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maupun masa yang akan
datang.

Melihat luasnya peran dan
tantangan yang dihadapi peradilan
agama, maka profil hakim peradilan
agama yang diharapkan pada masa
yang akan datang adalah hakim
yang memiliki personalitas, meliputi
pengetahuan hukum Islam, ke-
terampilan menerapkan hukum
dengan integritas pribadinya,
seorang hakim harus learned in law
dan juga skilled in law, artinya selain
harus memahami substansi hukum
dan arti hukum, ia juga harus
terampil dalam penerapan hukum.
Di tangan hakim ilmu hukum itu
menjadi applied science. Para hakim-
lah yang memberinya nyawa dan
kehidupan kepada pasal-pasal
undang-undang dan peraturan yang
terdiri dari huruf-huruf mati.
(Bustanul arifin dalam Amrullah
Ahmad, 1999;h. 42)

Menurut abdul manan, profil
hakim peradilan agama yang di-
harapkan pada masa yang akan
datang haruslah berorientasi pada:
(2007; 192-198)

1. Intelektual
Seorang hakim haruslah mem-
punyai kadar ilmu pengetahuan
yang cukup, tidak hanya menge-
tahui ilmu hukum Islam saja
tetapi juga harus mengetahui
hukum umum dan perangkat
hukum yang berlaku serta
mampu mengimbangi perkem-
bangan hukum itu sendiri dalam
arus globalisasi sekarang ini,
terlebih ilmu ekonomi sehu-
bungan dengan bertambahnya

kewenangan peradilan agama
untuk menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah. Terus meng-
ikuti penataran, pendidikan dan
pelatihan, seminar, studi banding
dan kursus merupakan jalan
untuk meningkatkan intelektualis-
me hakim peradilan agama.

2. Profesionalisme.
Profesionalisme merupakan suatu
persyaratan yang diperlukan
untuk ,menjabat suatu pekerjaan
(profesi) tertentu yang melak-
sanakannya memerlukan ilmu
pengetahuan, keterampilan, wa-
wasan dan sikap yang men-
dukung (komitmen) sehingga
pekerjaan profesi dapat dilak-
sanakan dengan baik. Seorang
hakim peradilan agama juga
harus mempunyai etika profesi
dengan menetapkan pelayanan
kepada pencari keadilan dan
hendaknya mengacu kepada nilai-
nilai hukum yang telah disepakati
bersama.
Persaingan dalam melaksanakan
profesi harus berlangsung secara
sehat sehingga dapat terjamin
mutu dari profesi yang diemban-
nya. Oleh karena itu, dalam setiap
gerak langkah hakim peradilan
agama yang menuju kepada
profesionalisme hendaknya harus
berorientasi kepada kode etik
hakim Indonesia.

3. Integritas Moral
Seorang hakim peradilan agama
diwajibkan memiliki integritas
moral yang solid. Integritas
adalah keutuhan pribadi dalam
bentuk kejujuran dan kepribadian



JURIS Volume 10, Nomor 1 (Juni 2011)34

yang baku. Bagi seorang hakim
peradilan agama integritas dapat
terpelihara dengan cara ber-
pegang teguh pada jabatan
pegawai negeri sipil, sumpah
jabatan sebagai hakim, kode etik
dan janji prastya hakim Indonesia
dan tetap berpegang teguh
kepada ajaran agama Islam
sepanjang hidupnya.

4. Berkemampuan
Dalam etika profesi hakim, para
profesional hukum (termasuk
hakim) diharapkan mempunyai
kemampuan individu tertentu
yang kritis yaitu :
a. Kemampuan untuk kesadaran

etis yang merupakan landasan
dasar watak, kepribadian dan
tingkah laku para profesi
hakim

b. Kemampuan untuk berpikir
etis dalam hal yang terkait
dengan alat-alat dan kerangka
yang dianggap merupakan
keseluruhan pendidikan etika
profesi hakim.

c. Kemampuan untuk bertindak
secara etis yang merupakan
manifestasi hati yang tulus, dan

d. Kemampuan untuk memimpin
secara etis yang tentunya mem-
punyai keterkaitan dengan
tingkat ketulusan hati dalam
bertindak dan bertingkah laku.

Kemampuan tersebut adalah
kemampuan mendasar yang harus
dimiliki dan terus ditingkatkan agar
kewenangan dan eksistensi peradil-
an agama yang telah sama dengan
peradilan lain tersebut dapat terus
dipertahankan sehingga lembaga
peradilan yang berwibawa dan
berkualitas dapat diwujudkan dalam

rangka menegakkan hukum dan
keadilan.

HAKIKAT KEADILAN DAN

KEPASTIAN HUKUM DALAM

PUTUSAN PERADILAN AGAMA

Socrates menyatakan bahwa
hakikat hukum adalah keadilan.
Hukum berfungsi melayani kebu-
tuhan keadilan dalam masyarakat.
Hukum menunjukkan pada suatu
aturan hidup yang sesuai dengan
cita-cita hidup bersama, yaitu
keadilan. (Satya Arinanto, 2009; 10)

Pandangan tentang keadilan
dari zaman klasik juga ditemukan
oleh Aristoteles dimana keadilan
hukum sama dengan keadilan
umum. Konstitusi Negara kesatuan
RI yang memuat cita Negara hukum
Indonesia memuat konsep keadilan
yang berbeda dengan konsep ke-
adilan yang berkembang di Negara
eropah. Filosofi keadilan yang
tersurat dalam pembukaan undang-
undang dasar 1945 adalah keadilan
sosial yang berakar pada kolektivis-
me, sedangkan konsep keadilan
berdasarkan “rule of law” di Negara
eropa lebih berakar pada per-
lindungan individual.

Tujuan hukum menurut bebe-
rapa teori, seperti dalam teori etis
adalah untuk terciptanya “keadilan”,
kemudian menurut teori utilites
adalah untuk tercapainya keba-
hagiaan, sedangkan menurut teori
campuran adalah untuk tercapainya
ketertiban, kedamaian hidup dan
kemakmuran (Varia peradilan,
Oktober 2010; 77)

Dalam teori utilitas, nilai
menuju pada sebuah tujuan hukum
adalah melalui putusan hakim yang
mempunyai kebenaran dan keadilan



Hidayati Fitri, Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan... 35

akan bergantung pada nilai manfaat
(utility) yang dapat dilaksanakan
dan memiliki hasil yang memuas-
kan. Aspek kemanfaatan merupakan
implementasi dari keadilan dan
kebenaran yang selalu dijunjung
tinggi badan peradilan.

Pertanyaan besar yang senan-
tiasa harus dijawab oleh putusan
pengadilan mengenai keadilan,
kebenaran dan kepuasan para
pencari keasilan yang tentu jawaban
mesti dilakukan dengan melakukan
beberapa langkah konkret yang
meliputi unsur kepastian lembaga,
kepastian mekanisme dan berbagai
keluaran yang dapat diperkirakan
yang dikenal dengan kepastian
hukum. Dalam sebuah ungkapan
dapat dikatakan bahwa kepastian
tidak sama dengan keadilan tetapi
tanpa kepastian, pasti sulit
ditemukan keadilan, di sisi lain
keadilan dalam ketidak pastian akan
sangat subjektif.

Putusan itu sendiri merupakan
akhir dari proses pemeriksaan
perkara dan merupakan ukuran dari
keprofesionalan seorang hakim
untuk mengkonstatir, mengkualifisir
dan mengkonstituir suatu perkara.

Hakim dalam mengkonstatir
melakukan penilaian terhadap ke-
benaran suatu perkara yang diaju-
kan kepadanya sehingga melalui
unsur-unsur yang telah terpenuhi
hakim dapat menilai bahwa perkara
tersebut benar adanya. Kemudian
hakim melakukan tahapan meng-
kualifisir, pada tahap ini peran
hakim sangat dituntut untuk dapat
memandang perkara tersebut secara
objektif dan dapat menemukan fakta

hukum dari adanya fakta kejadian
yang terungkap dalam suatu proses
pemeriksaan perkara. Akhirnya ki-
nerja hakim akan terjawab pada saat
mengkonstituir; karena pada saat itu
hakim harus mengeluarkan produk
hukum yang pas, bernilai keadilan
sekaligus memiliki kepastian hu-
kum.

Oleh karena itu putusan harus
mencerminkan nilai keadilan dan
kepastian hukum. Kepastian hukum
juga erat kaitannya dengan hukum
materil dan hukum formil termasuk
dan yang tidak kalah pentingnya
adalah proses pembuktian.

Prof Asikin, seorang praktisi
hukum yang cara berpikirnya dapat
disetarakan dengan filsuf agustinus
memiliki makna yang mendalam
tentang keadilan dan kepastian hu-
kum yang menjadi tujuan penye-
lenggaraan peradilan oleh hakim
sebagai pejabat pelaksana. (Varia
Peradilan, Oktober 2010; 78)

Menurutnya, hakim memiliki
peran yang sangat menentukan
untuk mewujudkan putusan yang
memiliki nilai keadilan dan ke-
pastian hukum. Putusan yang
mencantumkan kata-kata “Demi
keadilan berdasarkan ketuhanan
Ynag Maha Esa”, mengisyaratakan
bahwa hakim adalah wakil Tuhan
yang memiliki tanggung jawab
berat. Hakim adalah sosok
“filsuf/orang bijak” yang secara
normatik ditegaskan bahwa hakim
dalam meutuskan perkara wajib
menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.
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Teks ini mengandung pesan:
(1). Hakim sejatinya adalah filsuf
hermeneutik hukum,(2). Dibalik teks
hukum sejatinya masih terdapat
pesan-pesan nilai luhur yang harus
ikut di pertimbangkan dalam
memahami teks hukum formil.

Menurut Asikin teks hukum
memiliki kelemahan dan kekurang-
an, maka untuk memperkuat dan
menyempurnakannya harus ditem-
puh upaya pemahaman terhadap
makna yang tersembunyi dibalik
teks hukum terutama teks hukum
peninggalan colonial penjajahan
Belanda.

Hukum jangan dipandang se-
bagai kaidah formal semata, karena
hukum adalah ciptaan manusia yang
sangat terbatas wawasan, penge-
tahuan dan jangkauannya sehingga
pada suatu saat kaidah hukum
formal akan berkonfrontasi dengan
kenyataan riil dalam kehidupan
masyarakatnya sendiri.

Ketika hakim diibaratkan
sebagai corong undang-undang,
maka penerapan hukum “progresif”
dapat dijadikan suatu pilihan untuk
mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum.

Hukum progresif menurut
satjipto (2000; 3) adalah sebuah
konsep mengenai cara berhukum,
yang berbeda dengan cara ber-
hukum positif-legalistis, yaitu mene-
rapkan undang-undang atau meng-
eja undang-undang. Dimana orang
hanya membaca teks dan logika
penerapannya, ibarat menarik garis
lurus antara 2 titik, titik yang satu
adalah pasal, titik yang lain adalah
fakta yang terjadi.

Adapun hukum progresif tidak
berhenti sampai disitu, melainkan
dilanjutkan dengan aksi dan usaha

manusia yang menguras energi, baik
pikiran maupun empati dan
keberanian.

Cara berhukum demikian
bersifat non-linear karena adanya
keterlibatan aksi dan usaha manusia
yang penuh dengan kreativitas dan
pilihan-pilihan. Dengan demikian
hukum bukan suatu proses logis
semata. Seperti dikatakan Homes
dalam Satjipto (2000; 4): ”the life of the
law has not been logic; it has been
experience”, “Pengalaman tersebut
memberi isi kepada teks”. Seorang
hakim misalnya, akan memutus
berdasarkan keadaan, kendatipun
bertolak dari teks hukum.

Berhukum progresif juga dapat
diartikan sebagai menguji batas
kemampuan hukum karena terdapat
perbedaan antara keadilan menurut
hukum dengan keadilan yang
sebanarnya dan berhukum secara
progresif adalah usaha untuk
memunculkan keadilan yang
tersimpan dalam teks hukum yang
telah pasti.

Meskipun terkesan terlalu be-
rani dalam paradigma hukum,
berhukum secara progresif sudah
seharusnya mulai dikembangkan
ketika permasalahan yang ada
tersebut memang tidak ditemukan
jawaban dalam aturan hukum
normatif. Adalah suatu kekeliruan
apabila seorang hakim tetap
memaksakan memberi putusan yang
tidak pas, apalagi menyimpang dari
hakekat permasalahannya.

Menurut Asasriwarni, (2011; 6)
ditemukan tiga karakteristik putusan
yang dilahirkan oleh hakim
pengadilan agama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang.
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Karakteristik pertama, hakim
pengadilan agama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang berperan menerapkan apa
yang telah di atur dalam perundang-
undangan. Dalam kaitan ini, hakim
Pengadilan Agama berperan sebagai
corong undang-undang. Mereka
berperan menyuarakan dan mene-
rapkan hukum terhadap kasus-kasus
riil yang dihadapainya dengan
berpedoman secara total kepada apa
yang diatur dalam perundang-
undangan. Bila aturan yang disebut-
kan dalam peraturan perundang-
undangan merupakan hasil pem-
baharuan yang dilakukan oleh para
perumus undang-undang, maka
dalam konteks ini apa yang diterap-
kan oleh para hakim sekaligus juga
telah bernuansa pembaharuan. Pada
karakteristik pertama ini, hakim
pengadilan Agama telah berupaya
melakukan ijtihad tathbiqy, yaitu
dengan menerapkan ketentuan yang
diatur dalam perundang-undangan
yang ada, yaitu undang-undang
perkawinan dan kompilasi hukum
Islam. Adapun putusan-putusan
yang masuk dalam karakteristik
pertama ini diantaranya putusan
bidang permohonan izin poligami,
putusan tentang nafkah, cerai talak
dan cerai gugat serta waris dan
wakaf.

Karakteristik kedua, hakim-
hakim pengadilan agama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang telah berpaling meninggal-
kan ketentuan yang diatur dalam
perundang-undangan dalam putus-
an yang mereka lahirkan, karena
ketentuan yang ada dalam kitab

fikih lebih tepat membawa maslahah
untuk diterapkan dalam kasus yang
mereka hadapi. Pada karakteristik
ini, hakim Pengadilan Agama
beranjak meninggalkan ketentuan
undang-undang dan berpaling pada
ketentuan fikih.

Contoh yang berkaitan dengan
karakteristik kedua ini adalah batas
umur minimal untuk kawin atau
masalah dispensasi nikah. Di dalam
ketentuan fikih tidak dikemukakan
aturan yang tegas  mengenai batas
umur minimal untuk kawin, dalam
ketentuan undang-undang per-
kawinan dan kompilasi Hukum
Islam diatur sebaliknya. Dalam
kasus seperti ini, majlis hakim
Pengadilan Agama di ewilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
memilih untuk menerapkan ke-
tentuan fikih dengan menerima
permohonan dispensasi nikah yang
diajukan pemohon.

Karakteristik ketiga, hakim
Pengadilan Agama di wilayah hu-
kum Pengadilan Tinggi Agama
bersikap aspiratif terhadap ketentu-
an hukum adat Minangkabau. Pada
karakteristik ketiga ini, hakim
pengadilan agama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
berupaya menjadi urf, dimana
ketentuan adat yang masih berlaku,
dijadikan sebagai penguat dalam
putusan-putusan mereka, sikap
aspiratif ini dapat dilihat dalam dua
kasus, yaitu kasus dispensasi nikah
dan ahli waris pengganti.
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ANALISA PENULIS

Hakim memiliki peran yang
sangat penting dalam suatu Negara
hukum, terlebih dengan telah ber-
tambahnya kewenangan yang di-
berikan oleh Negara sebagai peng-
aruh berkembangnya kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena itu
hakim harus mempersiapkan diri
secara internal dan eksternal sehing-
ga perannya sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman dapat dija-
lankan dengan maksimal.

Sebagai hakim, yang akan
memutuskan suatu perkara, inde-
pedensi hakim merupakan suatu
kemutlakan dan harus dimaknai
dengan makna yang seharusnya.
Putusan yang dihasilkan seorang
hakim memiliki hubungan erat
dengan kualitas individunya, kepri-
badiannya dan kualitas intelektual-
nya, sehingga putusannya dapat
dipertanggung jawabkan.

Kemandirian hakim yang ber-
tanggung jawab  juga akan terlihat
melalui terobosan seorang hakim
dalam memaknai aturan yang ada,
ketika persoalan yang dihadapkan
kepadanya tidak terdapat dalam
aturan tertulis, hakim harusnya
dapat berijtihad, bersikap aspiratif
dan menghasilkan putusan yang
memiliki nilai keadilan dan ke-
pastian hukum dengan tetap ber-
pegang teguh pada kebenaran dan
bukan karena kepentingan yang
tidak bertanggung jawab.

PENUTUP

Dalam perkembangannya,
Pengadilan Agama telah tumbuh
menjadi sebuah institusi kehakiman
yang memiliki kewenangan yang
semakin luas dan menyentuh aspek-
aspek kehidupan riil masyarakat
Indonesia. Keberadaannya yang
telah sama dan sejajar dengan
institusi lainnya menjadikan
Pengadilan Agama harus terus
berbenah diri sehingga produk-
produk yang dihasilkannya melalui
peran hakim menjadi produk yang
memiliki nilai bagi para pencari
keadilan.

Nilai keadilan dan kepastian
hukum merupakan dua ukuran yang
harus terus bergandengan dalam
sebuh putusan. Meskipun kedua
nilai tersebut berada pada sisi yang
berbeda, namun apabila hakim
berusaha secara maksimal dan
mendalami setiap perkara secara
proporsional, maka nilai kebenaran,
keadilan dan kepatian hukum akan
menyelimuti produk hukum.

Hakim bukanlah corong
undang-undang yang harus menilai
setiap perkara secara matematis,
namun hakim adalah seorang
mujtahid hukum yang perannya
terus dibutuhkan para pencari
keadilan.
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